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BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR S TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

L]
¥

KABUFATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.

| 5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4300];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

.5

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4677);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia
Nomor 5587), sebagmimana telah di ubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomaor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Repbublik Indoensia Nomor 3098), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);



11.

12,

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
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18.

19,

20.

21.

22,

i

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonsia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 21 Tahun 201 ltentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




Menetapkan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedomoan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
{Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009
Nomor 17).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2019 Nomor 3J.

MEMUTUSEAN:

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 56.561.822.055,00
b. Dana Perimbangan Rp. 804.535.702.000,00
¢. Lain-Lain Pendapatsn Daerah Rp. 243.294.514.172.00
Yang Sah
Jumlah Pendapatan 1.104.392.038.227 00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai sejumlah Rp.  308.343.660.988,00

2] Belanja Subsidi sejumlah Rp. 300.000.000,00

3] Belanja Hibah sejumlah Rp. 7.948.800.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
aejumlah

5} Belanja Bagi Hasil Rp. 1.716.009.163,00

sejumlah




&) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 195.434.149.150,00

sejumlah
7) Belanja Tidak Terduga Rp. .000.0 0
sejumiah
Jumlah Belanja Tidak Rp. 515.742.619.301,00
Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai sejumlah  Rp. 23.327.448. 812,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 312.514.877.685,00

sejumlah
3} Belanja Modal sejumlah Rp. 250.807.092.429.00
Jumilah Belanja Langsung Rp. 586.649.418.926,00
Jumlah Belanja Rp. 1.102.392.038.227,00
Surplus Rp. 2,000.000.000,00
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00

Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 2.000.000.000,00

Daerah
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 2.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp. 0,00

Fasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Empat Lawang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 4

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran [lI dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesual dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang,

i tebing tinggi
|2 Desemnber 2019

Diundangkan di tebing tinggi
pada tanggal |3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Th-

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 5 2.




Tahum 20459

Lamphran i  Penjabarsn ABPD
Momor L |
Tenggal :© 12

Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHLIN ANGGARMN 2020
URATAN TUFMLH
1 F 3
1 PENDAPATARN 1008, 392,008, 227,00
1.1 PENDAPATAN ASL] DAERAH 56.561 877 055,00
L1l Perclapatan Pajakl Dasran 16.450.001, 630,04
1.1.2 sl B etribusi Daerah TEOUD0. 000,00
1:1.3 Hasl Penpelolasn Kekayasn Daeran yang Dipsaiikan i 00CO0 BN a0, O
1.1.4 Lain-ladn Pendapatan Ash Daerah yang Sah | — !l!ﬂﬂt._ﬂ:l].d-ﬁ,m
1.2 DAMA PERIMBANGAN B0} 535 FTL 000,00
1:2:1 Hagl Hasd Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 182,278,537 .000,00
1.2:2 Dana Aokas] Lrmum 457,457 388000, 00
120 Dana Alcgsi Khisas 168. 758, 77700000
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2977048 514 172,00
p e B F Penidapaian Hibah 51.787.117.000,00
1.3.3 Diana Bagi Hasl Pajahk darl Provinsd dan Pemeriniah Dasmbh Lalnrm 51 008, 367 172,00
1.3.4 Diana Pesrresualan dan Otonomi Knses 140479, 000.000,00
2 BELAMNMA 1,10 rag 008 227 00
4.1 BELAMIA TIDAK LANGSUNG 15 M BE9300, 00
2.4 Belana Pejavwas e B4, G0 908, 00
e Belanjs Subsich SO, OO0 (G, XD
2.1.% Belani Hibah T8, 00,000, 00
2. 1.5 Eeianda Bagi Hasl kepada Provinsl/KabupatenyKota dan Pemerintah Desas 1716 008, LEAL 0N
2.1.7 Belana Bantuan Kz=uangan kepada Provies|Eabupabenfols dan Pemerintahan Desa 195434, 149, 1 50,00
2.1.8 Belania Tilak Terduga Jmm.m,nﬂ
3.3 BELANIA LANGSLING 255 a5 ALE 05 00
i | Belania Fogaval ERA0T A 113 00
d.2.2 Befania Barang dan Jasa J12.514.877 665 00
d.d.3 Bekara Modal Z50.807.092 429,00
SURPLUS / (DEFISIT) 200 (00, 0000, 0
3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.2 PEMGELUARAN PEMEIAYAAN DAERAH FRLERRE L]
E M i Perpertaan Modal {investasi) Pemerintah Daamab 2. o060 B0, 0aDDC,
PEMBIAYAAN NETTO (2,000, 000.000,00)
SISA LEBIH PEMBLAYAAN ANGGARAN TAHUN BEREENAAN 0,00

EPEHRATAN FITOARARLEM KFTT Haluvzen |




